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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 

PARAF KOORDINASI 

NO P E N G E L O L A PARAF 

1 
KEPALA 

BAPPPEDA 

2 KABAG HUKUM 

3 AS ISTEN 

4 S E K D A 

5 BUPATI T T D 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2024. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  

BUPATI GORONTALO UTARA 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 

NOMOR 14 TAktun 2023 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 
  

Mena na Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

  

NO 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 
PENGELOLA PARAF : : 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
  

Ki Xx Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
BAPPPEDA 
  

( Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
KABAG HUKUM 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
  

  

    
3 ASISTEN / 

Ai Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan 
4 SEKDA 

Y Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
5 BUPATI TTD       Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
  

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2024. 

Mengingat “1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan. Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 

Pemhentukan Kahupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4687); 

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengj;anti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Repuhtlik Indonesia nomor 2 1 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan 

Kepala 
Bapppeda 

Kabag 
Hukum 

Asisten S E K D A 

/ 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4687), 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Ci»ta Kerja menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan 
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 

2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, KodeTikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 

Kahupaten Gorontalo Utara; 

9. Peraturan Bupati Kabupattm Gorontalo Utara Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Kahupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita 

Daerah Kahupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 

525); 

10. Peraturan Bupati Kahupaten Gorontalo Utara Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2024. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOROIMTALO UTARA TENTANG 

RENCANA K E R J A PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kahupaten Gorontalo Utara; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sehagai 

Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan 

teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan 

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Mcmengah Daerah (RPJMD); 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun; 

Kepala 
Bapppeda 

Kabag 
Hukum 

Asisten S E K D A 

\ / 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 

2017 Nomor 1312), 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447), 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 

Kabupaten Gorontalo Utara, 

9. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 

525), 

10. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2024. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 

1. 

2. 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai 

Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan 

teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan 

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun, 
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6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan DaeraJi yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

dan penanggaran yang herisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pemhiayaan sehagai dasar 

Penyusunan APBD. 

Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari 

RKPD dan berpedoman pada Renstra Perani^kat Daerah serta dokumen 

perencanaan lainnya, sehagai perencanaan program yang disusun dengan 

mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum 

Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kahupaten 

Gorontalo Utara. 

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat 

Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daenih. 

Pasal 3 

(1) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan 

sistematika sehagai berikut: 

a. Pendahuluan; 

b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Talriun Lalu; 

c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 

d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan 

e. Penutup. 

(2) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sehagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Kepala 
Bapppeda 

Kabag 
Hukum 
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v / 

6. 

Ts 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah, 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

dan penanggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

Penyusunan APBD. 

Pasal 2 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari 

RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen 

perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan 

mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum 

Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat 

Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan 

sistematika sebagai berikut: 

a. Pendahuluan, 

b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu: 

c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, 

d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan 

e. Penutup. 

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan F'eraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkiin di Kwandang 

Pada tanggal 10 ABU-'>ruf 2023 

a,^UPATl (30RONTALO UTARA 

Diundangkan di kwandang 

Pada tanggal w /Al̂ U f̂aJ 2023 

Kepala 
Bapppeda 

Kabag 
Hukum 

S E K D A 

Jf 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

Pada tanggal (0 A6usTus 2023 

UPATI GORONTALO UTARA 

THARIO MODA U 

Diundangkan di kwandang 

Pada tanggal ty AGUSTu$ 2023 

SEKREWARIS DAERAH UPATEN GORONTALO UTARA        

  

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR $37 
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WAKIL BUPATI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

STAF AHLI 

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

BAGIAN HUKUM 

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 

BAGIAN PEMBANGUNAN 

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 

BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT 

BAGIAN UMUM 

^•j Proses Sesual Ketentuan Perundangan 

Telaah / Beri Penjelasan / Saran 

Proses Leblh Lanjut 

BIcarakan / Lap. Bupati / Laksanakan 

ACC / BuatJ^n^gapan / Jawab 

KorpkSi / Sempumakan 
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Pantau 
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, STAF AHLI 
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. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
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. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 
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. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI 
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PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, OAM PEN6EMBAN6AN DAERAH 

( B A P P P E D A t 
Kompleks Perkantoran Blok Plan - Desa Molingkapoto - Kwandang 

T E L A A H A N S T A F 
Nomor: 050/BAPPPEDA/-23/ /\//2023 

r e i i y u a u i i d i i U ' U K U I I I C I I rvciiwaiict i v c i j a r c i i i c i i i i L a i i uaciaii ^ i \ i \ r i ^ j l a i i u i i 

Tentang 
ivcija r c i 

2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 

T- Psrso3l2n 
Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan 
strategis, karena menjembatani antara kepentingisn perencanaan strategis Jangka 
Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. 

II. Praanggapan 
Bahwa RKPD Kahupaten Gorontalo Utara Tatiun 2024 disusun berdasarkan 
Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada dokumen Rencana 
Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 untuk menjadi pedoman penyusunan KUA 
D D A C ~>n'yA <4-»n A O n n i m / l A-%t^ D « K I i k - a k u r i D l i ' D P Y T r s K i i n T r i T S A>fiii-i>n i ir-ifi l U 

r r r w c.\j£.-\ u a r i r n r u L / c.\3c-\ u a i i r c i w u a t i a i i r \ i \ r i - ' l a i i u i i u i s u s u i i UHLUIN 

rrienjdui pedoman daidm psnyusurian KUA PPAS Perubahan 2023 dan Perubahan 
APBD 2023. 

I I I . Faicta yang mempengaryhi 
Bahwa di daiam proses penyusunan dokumen RKPD terdapat Musrenbang 
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar 
pemangku kepentingan untuk membahas dar; menyepakati langkah-langkah 
penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan 
i c n u a i i a ^ c y l a u a i l f j c i i i u a i i y u n a i i u c a a / ^ C I U I a i icn i y a i i y u i i i a c y i a a i i v a u u c n y a n 

prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan 
Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kahupaten, Provinsi, 
Regional dan sampai tingkat Nasional 

Bahwa tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Perubahan 
RKPD adalah: 

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada akhir Desember 2022 
i n i i u u a a M i i i i c u i u a i i i u z . j 

Pelaksanaan Konsuitasi Publik pada pertemgahan Februari 2023 
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari 2023 
Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 pada pertengahan Februari 2023 
hingga akhir April 2023 
Pelaksanaan Musrenbang Kahupaten Pada Bulan Maret 2023 
Penyusunan Rencangan Akhir RKPD pada Bulan Mei sampai Juni 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

(BAPPPEDA) 
Kompleks Perkantoran Blok Plan - Desa Molingkapoto - Kwandang 

  

TELAAHAN STAF 

Nomor: 050/BAPPPEDA/2Y /V/2023 

PP. un UH ra tata mn PP coc 201 un mn PD... ma 20 man wan br: 
renyusSulian Donkimen RCNLadita Keija Pemerintan Dacian (RKPD) Tanun 

2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 
  

I. Persoalan 
Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan 

strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka 

Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. 

II. Praanggapan 

Bahwa RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan 

Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 untuk menjadi pedoman penyusunan KUA 
DDAC INA Aan ADOM INA Asa Daribaham DILDM Taksi ONYI Aisi amal 
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APBD 2023. 

III. Fakta yang mempengaruhi 

Bahwa di dalam proses penyusunan dokumen RKPD terdapat Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar 

pemangku kepentingan untuk membahas dar: menyepakati langkah-langkah 

penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan 

rencana Kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang alintegrasikan dengan 

prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan 

Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, 

Regional dan sampai tingkat Nasional 

TV Amalicie 
ha PN GSIS 

Bahwa tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Perubahan 

RKPD adalah: 

# Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada akhir Desember 2022 

ningga akhir Februari 2023 

« Pelaksanaan Konsultasi Publik pada pertengahan Februari 2023 

e Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari 2023 

s Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 pada pertengahan Februari 2023 

hingga akhir April 2023 

e Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pada Bulan Maret 2023 

» Penyusunan Rencangan Akhir RKPD pada Bulan Mei sampai Juni 2023
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• Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2024 pada akhir Juni atau 
psiing ismbat i minggu setslah Penetapan RKPD Provinsi 

• Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 paling lambat 1 bulan setelah 
r c i i c L a p a n i x r v r u l a i i u i i ^uz.~i 

• Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan 
bulan juni sampai awal bulan Juli 2023 

• Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 pada 
pertengahan Juli 2023 

• Penetapan Peraturan Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 pada 
minggu ke 2 atau 3 bulan Juli 2023 

• Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 paling lambat 2 
minggu setelah Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 

V. Simpulan 
Bahwa berdasarkan hal diatas maka akan dilaksanakan tahapan penyusunan 
dokumen RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD lahun 2023 Kahupaten Gorontalo 
Utara 

VX. Saran 
Berdasarkan keseluruhan poin diatas maka kami mohon persetujuan Bupati 
Gorontalo Utara, guna terlaksana penyusunan dokumen RKPD dimaksud dan biaya 
yang timbui atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bapppeda 
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023. 

Kwandang, 2 i Mei 2023 

VI. 

Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2024 pada akhir Juni atau 
i bst 1 i #alah Danastanan DKDN Dermuinci 
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Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Pzraturan Kepala Daerah tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 paling lambat 1 bulan setelah 
kh INDIA Penetapan RKPD Tanun 2024 

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan 
bulan juni sampai awal bulan Juli 2023 

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 pada 

pertengahan Juli 2023 

Penetapan Peraturan Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 pada 

minggu ke 2 atau 3 bulan Juli 2023 

Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 paling lambat 2 

minggu setelah Penetapan Perubahan RKPI) Tahun 2023 

Simpulan 

Bahwa berdasarkan hal diatas maka akan dilaksanakan tahapan penyusunan 

dokumen RKPD tahun 2024 dan Peruhahan RKPD tahun 2023 Kahunaten Garontala 

Berdasarkan keseluruhan poin diatas maka kami mohon persetujuan Bupati 

Gorontalo Utara, guna terlaksana penyusunan dokumen RKPD dimaksud dan biaya 

yang timbui atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bapppeda 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023. 

Kwandang, 28 Mei 2023 

 


